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DEPARTEMEN AGAMA

EANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

PROPINS] KALIMANTAN SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

_M.MMMMMMM

~ Kabupaten / Eotamadya
_ Berdiri sejak tanggal

ma Propinsi Kalimantan Selatan Nomer : W.o /6/FP,0%,2/029/19¢k

diberikan kepada :
Iﬂmﬂulr_h
: X Alamat
Kecamatan )
. Propinsi
Penyelenggara Madrasah /
Yayasan
dengan Nomor Statistik-Madrasah (NSM ) :
2] 6




KEPUTUSAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR s TAHUN 1995
“TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENECGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang  : bahwa dalam menynjang pembangunan pasional di bidang
pendidikan, dipundang pecluy melaksanakan Pembukann dan
Penegerian Madrasah unluk dapal dijadikan sebagai model,
motivasi dan pembinaan Madrasah Swasts disckilurayi;

Mengingal 1 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisiem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tehun 1989
Nomor &, Tambahan Lemmbaran Negara Nomer 3350);

2. Peraturan Pemeriniah Nomor 28 Tahun 1990 tenteng
Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor |
36, Tambahan Lembaran Megara Noinor 341273;

Sy 3, Peraturan Pemerintah Nonior 29 Tahun 1990 tentasig
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);

+ 4, Keputusan Presiden Nomor 44 Tahuen 1974 lentang

Pokok-pokok Organisasi Departemen;

=+ 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang

Susunan Organisasi, scbagaimans (elah beberapa kali
3 diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Namor 61
Tuhun 1995;

A 6. Kepulusan: ..



Memperhatikan

i

6. Keputusan Bersana Menteri Agama, Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Megeri Nomor 6
Tahun 1975 Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun
1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madra-
sah;

7. Keputusan Mentert Agama Nomor 18 Tahun 1975 teniang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Deparicmen Agama
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputu-
san Menteri Agama Nomor 75 Tehun 1984;

g, Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang
Penyempurnsan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wiln-
yah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan
Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;

g, Keputusan Menteri Aguma Nomor 1S Tahun 1978 teniang
Susunan Organisasi dan Tala Kerja Madrasah Ibtidaiyah

Negeri,

L ]

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 umlang.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsamawiyah
Negeri; '

1]. Kepulusan Menteri Agama Nomor 17 Talwn 1978 teniang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah

Negeri;

Perselujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dengin Surat Nomor B-1330/1/1995 tanggal 31 Olktober 19935.

MEMUTUSKAN...



Menclapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keompal

Kelima

Keecnam

MEMUTUSKAN

. KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-

KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAFA MADRASAH,

. Membuka den menegerikan Madrasah sebagaimana lercantum

dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan in,

. Kedudukan, lugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Madrasah Ibtidaiyah Megeri diatur scsuai ketentuan
Pasal | sampai dengan Pasal 8 Keputusan Menleri Agama

Nomor 15 Tahun 1978.

. Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organsasi dan Tata

Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama

Nomor 16 Tahun 1978,

. Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai kelentuan Pasal |
sampai dengan Pasal @ Kepuotusan Menteri Agama Nomor 17

Tahun 1978.

. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bag: pelaksanaan

Keputusan iai diatur oleh Direkiur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam,

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

¥




Tembusan :

1. Menko Kesra ;

5 Ketua Badan Pemerikisa Kevangait ;

3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;

4. Menteri Dalam NegerhR1.;

5 Menteri Keuangan EL

6. Komisi IX DPR-RL;

7. Ditjen Anggaran Deparlemen Keuangan R ;

8. Sckjen/Dirjen Binbaga 1slam/ Dirjen Bimas Islam dan Urusan
Haji/ 1rjen/ Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;

9. Para Cubernur KDH Tingkat 1 selorub Indonesia ;

10. Para Kepala Biro/ Dircklur di lingkungan Ditjen Binbaga
fslam/ [nspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen
Binbaga lslam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen
Apama jakaria ;

11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/setinglkat di
seluruh Indonesia ;

12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupalen/ Kodya di scluruh

Indonesia |
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KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR &2{ TAHUN 2016

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/
PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI ASTAMBUL

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

: bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan
Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan
Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah
Tsanawiyah Negeri Astambul Kabupaten Banjar;

v

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864},

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,



Memperhatikan

Menetapkan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk
Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah
dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 823);

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor
5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan
Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan
Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan
Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin
Pendirian Madrasah;

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Banjar Nomor : B 735/Kk.17.03-4/PP.00/09/2016
Tanggal 13 September 2016;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH
TSANAWIYAH NEGERI ASTAMBUL KABUPATEN BANJAR.



KESATU

KEDUA

KETIGA

: Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian
Madrasah kepada.

Nama Madrasah : MTsN Astambul

Nomor Statistik Madrasah : 121163030003

Alamat Madrasah : Jl. Syekh M. Arsyad Al-Banjari
Desa Sungai Tuan Kec. Astambul
Kab. Banjar

: Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah ini

diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama
tentang Pendirian/Penegerian Madrasah yang bersangkutan
yang hilang,.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2016

.1:-," Menteri Agama
Bity Kepala Kantor Wilayah,
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